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 Abstract: This paper aims to provide knowledge about the role of the 
General Election Supervisory Body (Bawaslu) in handling 
administrative election violations. Bawaslu, as an independent 
institution, has the main task of supervising all stages of the general 
election and ensuring that its implementation runs in accordance with 
applicable legal provisions. Administrative election violations, which 
include actions that are not in accordance with administrative election 
regulations, are one of the main focuses of Bawaslu's supervision. 
Handling these administrative violations is very important to maintain 
the integrity of the election and public trust in the democratic process. 
Handling administrative election violations by Bawaslu, from the 
prevention stage to enforcement. In addition, various challenges faced 
by Bawaslu in carrying out its role are also described, such as limited 
human resources and supporting facilities, as well as the complexity of 
administrative violation cases. As a result, the role of Bawaslu in 
handling administrative election violations is very important in 
maintaining election participants' compliance with the rules, although 
there are still several obstacles that affect the effectiveness of the 
implementation of this supervision. Therefore, increasing capacity and 
cross-institutional cooperation is crucial to strengthening Bawaslu's 
supervisory function in the future.  
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Abstrak 

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam 
menangani pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu, sebagai lembaga independen, memiliki tugas utama 
untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran administrasi pemilu, yang mencakup tindakan tidak 
sesuai dengan peraturan administrative pemilu, menjadi salah satu fokus utama pengawasan Bawaslu. 
Penanganan pelanggaran administrasi ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan 
publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini membahas mekanisme penanganan pelanggaran 
administrasi pemilu oleh Bawaslu, dari tahap pencegahan hingga penindakan. Selain itu, diuraikan juga 
berbagai tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan perannya, seperti keterbatasan sumber daya 
manusia dan sarana pendukung, serta kompleksitas kasus pelanggaran administrasi. Hasilnya peran 
Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu sangat penting dalam menjaga kepatuhan 
peserta pemilu terhadap aturan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan Kerjasama lintas lembaga 
menjadi hal yang krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu di masa mendatang.  
 
Kata Kunci: Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran Administratif, Pengawasan, dan Penegakan Hukum 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang secara jelas 

diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”). Secara teori, negara hukum yang 

berlandaskan demokrasi seharusnya memprioritaskan pemenuhan kedaulatan rakyat. Dalam 

konteks ini, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menjadi salah satu indikator utama dalam 

menggambarkan negara demokrasi sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. 

Makna penting dari pemilu dalam kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai 

mekanisme pergantian kekuasaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan, dan 

etika yang mengatur hubungan antar elit politik, sehingga dapat berjalan dengan baik dan 

teratur. Pemilu yang demokratis tercermin dalam aturan, proses, dan hasil yang adil. Terkait 

dengan proses, hal ini tidak terlepas dari sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang 

dimulai pada tahun 1971, merupakan pemilu kedua dalam sejarah Indonesia. Pemilu tersebut 

diwarnai oleh krisis kepercayaan terhadap petugas pemilu, yang disebabkan oleh adanya 

dugaan manipulasi yang melibatkan petugas tersebut. 

Peristiwa tersebut menjadi latar belakang pembentukan pengawas pemilu. Krisis 

tersebut berlanjut pada pemilu 1977, yang diwarnai oleh kecurangan dan pelanggaran lebih 

luas. Namun, baru pada tahun 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas 

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), sebagai penyempurna lembaga 

penyelenggara pemilu yang saat itu masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau 

Departemen Dalam Negeri. Pada era reformasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai 

dibentuk sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen, tanpa campur tangan 

penguasa. 

Di sisi lain, Panwaslak Pemilu mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Seiring waktu, melalui Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, lembaga pengawasan pemilu ini menjadi lembaga ad hoc. 

Kemudian, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, lembaga ini 

ditetapkan sebagai lembaga tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Empat tahun kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kedudukan Bawaslu semakin 

diperkuat, termasuk pembentukan pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu 

Provinsi. Terakhir, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, eksistensi Bawaslu diperkuat lagi, dengan mewajibkan pembentukan 
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Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota secara permanen, yang semakin memperjelas kedudukan 

dan kewenangannya. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu 

yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu 

dipimpin oleh lima anggota yang memiliki kompetensi dalam pengawasan pemilu dan tidak 

terafiliasi dengan partai politik manapun. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dibantu oleh 

Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang didukung oleh 

empat kepala biro, yaitu Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, 

Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta Biro Administrasi Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, Bawaslu memiliki struktur yang 

permanen hingga tingkat provinsi, yang dikenal se ibagai Badan Pe ingawas Pe imilu (Bawaslu) 

Provinsi. Seime intara itu, di tingkat kabupate in/kota dan de isa, struktur Bawaslu be irsifat ad hoc. 

Di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi dipimpin ole ih tiga anggota yang dibantu ole ih Keipala 

Se ikreitariat dalam meilaksanakan tugasnya. Bawaslu Provinsi Kalimantan Te ingah didirikan 

pada 21 Seipteimbe ir 2012 de ingan kantor pe irtama di Ge idung Batang Garing, Jalan D.I. Panjaitan 

No. 01, Palangka Raya. Dalam me ilaksanakan tugasnya, Bawaslu me imiliki dua fokus utama, 

yaitu peinceigahan dan pe inindakan te irhadap pe ilanggaran. Dari ke idua tugas te irse ibut, Bawaslu 

le ibih meingutamakan pe ingawasan be irbasis pe ince igahan te irhadap pote insi pe ilanggaran dalam 

peimilu. 

Pe ilanggaran teirkait ne itralitas Aparatur Sipil Ne igara, Te intara Nasional Indone isia, dan 

Ke ipolisian Re ipublik Indone isia meirupakan salah satu be intuk peilanggaran yang diwaspadai 

dalam peinyeileinggaraan pe imilu. Se ilain itu, jika te irjadi pe ilanggaran kode i e itik yang dilakukan 

ole ih peinye ileinggara Pe imilu, Bawaslu me imiliki ke iwajiban untuk me inyampaikan hal te irse ibut 

keipada Deiwan Ke ihormatan Pe inye ileinggara Pe imilu (DKPP). Untuk dugaan pe ilanggaran yang 

beirkaitan deingan tindak pidana pe imilu, Bawaslu me ilakukan koordinasi de ingan Se intra 

Pe ine igakan Hukum Teirpadu (Gakkumdu), yang be irfungsi untuk me ine intukan apakah 

peilanggaran teirse ibut te irgolong dalam kate igori tindak pidana pe imilu. Gakkumdu adalah 

gabungan dari Bawaslu, Keipolisian Re ipublik Indone isia, dan Ke ijaksaan Agung. Struktur 

Gakkumdu ini te itap be irada di bawah pe ingawasan Bawaslu, baik di tingkat Provinsi maupun 

Kabupatein/Kota, se ibagaimana diatur dalam Pasal 486. 
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Gambar 1. Rapat koordinasi Se intra Gakkumdu se i – Kalimantan Te ingah 

 

Pe ingawasan adalah me irupakan upaya pe ine igakan hukum yang be irsifat pre ive intif. 

Namun, apabila pe ineigakan hukum pre ive intif tidak e ife iktif atau pe ilanggaran te itap te irjadi 

me iskipun pe ingawasan teilah dilakukan, langkah selanjutnya adalah penegakan hukum secara 

represif. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), 

penegakan hukum dilakukan melalui penyelesaian secara administratif maupun pidana. 

Kerangka no irmatif dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem 

ketatanegaraan yang demo ikratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin 

ko insistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, mencegah duplikasi 

pengaturan, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. 

Pro ise is peinye ileisaian pe ilanggaran pe imilu harus me ingadoipsi prinsip e ifisie insi dan 

eife iktivitas, namun yang juga tidak kalah pe inting adalah me imbe irikan ke iadilan ke ipada se imua 

pihak yang te irlibat dalam pro ise is pe inye ile isaian pe ilanggaran dan se ingke ita pe imilu di badan-

badan yang teilah ditunjuk. Pe inye ile isaian pe ilanggaran pe imilu harus se ilaras de ingan tujuan untuk 

me iwujudkan pe imilu yang adil, yaitu pe imilu yang me imbe irikan rasa ke iadilan bagi para pihak 

yang te irlibat dalam pe inyeileisaian seingke ita. Hal ini dike inal de ingan istilah ke iadilan pro ise idural 

(proice idural justice i), se ibagaimana dipandang oile ih So ilum dan Tyle ir. Prinsip ke iadilan ini juga 

seicara te igas diamanatkan seibagai salah satu ke iwajiban Bawaslu, yakni untuk be irsikap adil 

dalam me ilaksanakan tugas dan weiwe inangnya. 
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2. METODE  

  Ke igiatan peingabdian ini dilaksanakan di kanto ir Bawaslu Pro ivinsi Kalimantan Te ingah, 

yang be iralamat di Jl. AIS Nasutioin No i. 02, Langkai, Ke icamatan Pahandut, Ko ita Palangka 

Raya, Kalimantan Teingah. Me itoidei peilaksanaan ke igiatan ini be irupa diskusi me inge inai 

peilanggaran, yang se iring kali dihubungkan de ingan keijahatan dalam ko inte iks hukum pidana. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indo ine isia, te irdapat pe irbe idaan antara ke ijahatan 

(misdrijvein) dan pe ilanggaran (oive irtreidinge in), yang le ibih didasarkan pada be irat atau ringan 

ancaman hukum; ancaman pidana untuk ke ijahatan le ibih be irat dibandingkan pe ilanggaran. 

Namun, peirbeidaan ini tidak me ine intukan pe ingadilan mana yang me inangani kasus te irse ibut. 

Yang pasti, dalam UU No i. 7 Tahun 2017 te intang Pe imilu, digunakan istilah pe ilanggaran. 

  Se ibe ilum me imbahas le ibih lanjut me inge inai pe irmasalahan yang te ilah disampaikan, 

peinting untuk dipahami bahwa UU Noi. 7 Tahun 2017 me imbe idakan antara pe ilanggaran pe imilu, 

seingke ita proise is peimilu, dan peirse ilisihan hasil peimilu. Pe imbagian ini se ijalan de ingan tahapan-

tahapan pe imilu, yang umumnya te irbagi me injadi tahapan se ibe ilum pe imilu, tahapan saat pe imilu, 

dan tahapan pasca peimilu. Se ibagai cointoih, peinye ile isaian pe irse ilisihan hasil pe imilu di 

Mahkamah Ko institusi te irjadi se iteilah pro ise is pe imungutan dan pe irhitungan suara o ile ih Ko imisi 

Pe imilihan Umum se ile isai. Putusan Mahkamah Ko institusi dapat me ingo ire iksi pe ine itapan hasil 

peiroileihan suara peise irta pe imilu. 

Hal lain yang pe irlu dite ikankan adalah bahwa Pe imilu 2019 me imiliki pe irbe idaan 

signifikan dibandingkan de ingan peimilu se ibe ilumnya, salah satunya adalah pe ilaksanaan 

peimilihan caloin anggo ita le igislatif (DPR, DPD, DPRD pro ivinsi, dan DPRD Kabupate in/Ko ita) 

yang dilakukan seicara be irsamaan de ingan pe imilihan calo in pre iside in/wakil pre iside in. 

Pe inggabungan ini be irdampak pada lamanya waktu yang dipe irlukan untuk me ilakukan 

peirhitungan hasil pe imilu se icara beirtahap, dimulai dari tingkat TPS hingga ke i KPU Pusat. 

Dalam pro iseis pe inye ileisaian pe ilanggaran peimilu, aspe ik waktu juga sangat krusial, kare ina 

pro ise idur pe inanganannya tidak dapat disamakan de ingan pro ise is pe iradilan biasa. 

 

3. HASIL 

Pe ilanggaran Administrasi dalam Undang-Undang Pe imilu  

Se ilama beibe irapa peirio idei peimilu, muncul pandangan, khususnya dari para pe imbuat 

undang-undang, bahwa pe ine igakan hukum dalam pe imilu se iringkali dikaitkan de ingan 

peimbeirian sanksi pidana. Se ibagai cointoih, se ibuah kajian me inge inai pe ilanggaran prinsip-prinsip 

peimilu tahun 1992 me inyimpulkan bahwa se itiap pasal dan ayat dalam UU Pe imilu se iharusnya 

dileingkapi de ingan sanksi pidana yang te igas dan proipo irsioinal. Me iskipun je inis pe ilanggaran 
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yang diatur ce indeirung be irsifat administratif, sanksi yang diusulkan te itap be irupa pidana de ingan 

me ikanisme i pe inyeile isaian me ilalui jalur hukum pidana. 

UU Peimilu beirupaya me ingatur me ikanisme i pe inye ile isaian dalam pe ilanggaran de ingan 

me imbeidakan je inis peilanggaran me injadi peilanggaran pidana, administratif, dan pe ilanggaran 

ko ide i e itik, se irta me inye idiakan me ikanisme i pe inye ile isaian yang be irbe ida untuk masing-masing. 

Namun, UU Pe imilu tidak me imbeirikan de ifinisi yang je ilas me inge inai pe ilanggaran administratif. 

Pasal 460 ayat (1) UU Pe imilu hanya me inyatakan bahwa pe ilanggaran administratif me iliputi 

peilanggaran te irhadap tata cara, pro ise idur, dan me ikanisme i te irkait administrasi dalam se itiap 

tahap pe inye ileinggaraan pe imilu. Co intoihnya, Pasal 318-320 UU Pe imilu me ingatur te intang 

peilanggaran administratif pada tahap kampanye i. 

Pe ingaturan pe inyeile isaian pe ilanggaran administratif dalam pe imilu me irupakan bagian 

dari peine igakan hukum administrasi. Se icara do iktrinal, te irdapat dua alat utama yang dianggap 

seibagai sarana pe ineigakan hukum administrasi. Pe irtama, pe ingawasan, yang be irtujuan 

me imastikan oirgan pe imeirintahan me imatuhi pe iraturan pe irundang-undangan se irta 

me ilaksanakan ke iputusan yang me imuat keiwajiban bagi individu atau badan hukum. Ke idua, 

peine irapan sanksi, yang be irsifat re ipreisif untuk me imaksa pe ilaksanaan ke iputusan. Pe ingawasan 

seindiri dapat be irsifat preive intif, yakni dilakukan se ibe ilum suatu ke iputusan dibuat (a prio iri), atau 

dilakukan se ite ilah ke iputusan dite irbitkan (a po iste irio iri). 

Meinurut IDEA Inte irnatio inal, ke iadilan pe imilu hanya dapat te irwujud jika me ikanisme i 

peimilu meincakup tiga e ileime in peinting: pe inceigahan se ingke ita pe imilu (pre ive intioin o if e ile ictoiral 

dispute is), peinyeileisaian se ingke ita pe imilu (re iso ilutio in o if e ileictoiral dispute is), dan alte irnatif 

peinye ileisaian se ingkeita di luar me ikanisme i foirmal (alte irnative i oif e ileicto iral dispute is). 

Dalam kointeiks pe imilu di Indoineisia, UU Pe imilu 2017 te ilah me ingatur me ikanisme i 

peinye ileisaian peilanggaran administrasi, di mana pe ilanggaran dapat ditangani tidak hanya 

beirdasarkan lapoiran masyarakat atau pe imantau pe imilu, teitapi juga me ilalui te imuan hasil 

peingawasan aktif. Lapoiran adalah dugaan pe ilanggaran yang disampaikan o ile ih pihak yang 

me imiliki hak le igal untuk me ilapo irkannya, se imeintara te imuan adalah hasil dari pe imantauan atau 

inve istigasi aktif o ileih pe ingawas pe imilu. Dari se igi keile imbagaan, pe inye ile isaian pe ilanggaran 

administrasi me ilibatkan beirbagai pihak, te irmasuk Bawaslu, Mahkamah Agung, dan 

Mahkamah Ko institusi. Bawaslu me imiliki ke iwe inangan luas, tidak hanya me ine irima lapo iran, 

te itapi juga meilakukan pe imantauan aktif dan inve istigasi jika dipe irlukan. Pro ise is pe inye ile isaian 

peilanggaran yang dimulai di Bawaslu dapat be irlanjut ke i le imbaga pe iradilan lainnya. 

Dalam rangka meindukung me ikanisme i te irse ibut, dite irbitkan Pe iraturan Bawaslu No i. 8 

Tahun 2018 (Pe irbawaslu 8/2018) te intang Pe inye ileisaian Pe ilanggaran Administratif Pe imilu. 
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Pe irbawaslu ini me ingatur oibjeik pe ilanggaran administratif pe imilu, yaitu tindakan yang 

me ilanggar tata cara, pro ise idur, atau me ikanisme i administrasi pe imilu. Pe irbawaslu juga 

me imbeidakan pe ilanggaran administratif pe imilu biasa dan pe ilanggaran administratif yang 

beirsifat te irstruktur, siste imatis, dan masif (TSM), yang me imiliki implikasi pada me ikanisme i 

peinye ileisaian se irta le imbaga yang beirweinang me inanganinya. 

Pro ise is peinyeileisaian pe ilanggaran administrasi pe imilu dapat dibagi me injadi tiga tahap: 

peirsiapan se ibeilum pe irsidangan, peirsidangan itu se indiri, dan pascaputusan. Pada tahap se ibe ilum 

peirsidangan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah te irjadinya pe iristiwa 

peilanggaran, pe irsiapan dari pe ilapoir untuk me inyusun ide intitas diri dan bukti-bukti, se irta 

me ilapoirkan dugaan peilanggaran ke ipada badan pe ingawas pe imilu se isuai de ingan tingkatannya. 

Tahap peirsidangan meincakup struktur pe irsidangan yang me ilibatkan maje ilis pe ime iriksa dan 

te inaga pe imbantu peirsidangan, pe imeiriksaan awal yang me incakup ke iabsahan pe ilapoir dan 

lapoiran yang diajukan, pe ime iriksaan bukti-bukti, hingga pe imbacaan putusan. Tahap 

pascaputusan me incakup pro ise is koire iksi yang dilakukan o ile ih pe ilapoir, tindak lanjut o ile ih Ko imisi 

Pe imilihan Umum (KPU) atau le imbaga te irkait lainnya, se irta ke imungkinan adanya upaya 

hukum lanjutan. 

Pro ise is peinyeile isaian peilanggaran administratif pe imilu te irdapat dua je inis hukum acara 

peimeiriksaan: pe imeiriksaan biasa dan pe ime iriksaan ce ipat. Pe imeiriksaan ce ipat dilakukan se ige ira 

seite ilah te irjadinya peilanggaran, de ingan me impeirhatikan ke ilayakan dan ke iamanan, untuk 

me imastikan bahwa pe ilanggaran dapat dise ile isaikan de ingan ceipat. Batas waktu pe inye ile isaian 

peilanggaran administratif me ilalui hukum acara ce ipat, me inurut Pe irbawaslu 8/2018, adalah dua 

hari se ijak lapoiran diteirima. Pe ingawas peimilu dapat me ire iko ime indasikan ke ipada KPU untuk 

me inghe intikan se ime intara ke igiatan yang teirlibat sampai ada putusan atas dugaan pe ilanggaran 

administratif te irse ibut. 

Aspe ik partisipasi (participatio in) dapat dilihat dalam Pe irbawaslu 8/2018, yang 

me imbeirikan hak yang sama ke ipada pe ilapo ir dan teirlapo ir untuk hadir pada se itiap tahapan 

peirsidangan, meinyampaikan alat bukti, me imbe irikan ke iteirangan, me ingundang ahli, me imbuat 

keisimpulan, dan me ingajukan koire iksi atas putusan yang te ilah dijatuhkan. Pasal 47 Pe irbawaslu 

me inyatakan bahwa apabila pe ilapoir atau te irlapo ir tidak hadir pada pe ime iriksaan pe irtama, 

Bawaslu akan me imanggil meire ika untuk hadir pada sidang be irikutnya. Jika me ire ika te itap tidak 

hadir se iteilah dipanggil de ingan be inar se ibanyak dua kali be irturut-turut, sidang akan dilanjutkan 

tanpa keihadiran meireika. 

Aspe ik akurasi (accuracy) be irkaitan de ingan ko impe ite insi pihak yang me ingambil 

keiputusan. Bawaslu be irwe inang untuk me imbuat aturan, me ilakukan pe inye ilidikan, me ime iriksa 
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peirkara dalam sidang, se irta me imutus dan me ingadili pe irkara. Te irdapat dua hal pe inting yang 

harus dipeirhatikan, yaitu ko impe ite insi peirsoine il maje ilis yang me ingadili dan ko impo isisi maje ilis 

itu se indiri. Pe ingaturan jumlah anggo ita maje ilis pe imeiriksa yang ganjil, se ipe irti yang diatur dalam 

Pasal 6 Peirbawaslu, be irtujuan untuk me imastikan bahwa pro ise is pe ingambilan ke iputusan 

me imungkinkan adanya pe irbeidaan pe indapat, se ihingga ke iputusan yang diambil tidak se ipihak. 

 Aspe ik eitika (eithicality) dalam pe inye ile isaian pe ilanggaran administrasi pe imilu tidak 

hanya be irhubungan de ingan dugaan pe ilanggaran ko ide i e itik, te itapi juga me ime ingaruhi pro ise is 

dan hasil pe ingambilan ke iputusan se icara keise iluruhan. Pe ilanggaran e itika dapat be irdampak 

pada pe ilanggaran aspe ik-aspe ik lain, te irmasuk ke iadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 

Dimeinsi poilitis yang meile ikat pada individu de ingan o ito iritas dalam pe inanganan pe ilanggaran 

administrasi pe imilu juga be irpo iteinsi me ime ingaruhi ke iputusan yang diambil. Ole ih kare ina itu, 

pe ine irapan prinsip ke iadilan pro ise idural me injadi sangat pe inting untuk me injaga inte igritas 

pro iseis te irseibut. Transparansi dalam se itiap tahapan pe irsidangan dan akuntabilitas dalam 

pe ilaksanaan putusan adalah e ile imein me indasar yang harus dite irapkan untuk me imastikan 

keiadilan dalam pe inye ile isaian pe ilanggaran administrasi pe imilu. De ingan me inginte igrasikan 

e itika kei dalam pro ise idur pe inyeile isaian, ke iputusan yang dihasilkan tidak hanya me imatuhi 

aturan hukum, te itapi juga me inceirminkan ke iadilan dan ke ipe ircayaan publik te irhadap le imbaga 

yang me inangani pe ilanggaran administrasi pe imilu. 

Akuntabilitas dan Transparansi Pe inye ileisaian Pe ilanggaran 

Akuntabilitas dan transparansi adalah e ileime in fundame intal dalam administrasi publik, 

te irmasuk dalam peinye ileinggaraan peimilu se icara umum dan pe ilaksanaan tugas se irta we iwe inang 

Bawaslu seicara khusus. Ke idua aspeik ini me injadi bagian inte igral dari prinsip-prinsip de imo ikrasi 

dan tata keiloila pe ime irintahan yang baik. Dalam pe irspe iktif ke iadilan pro ise idural, akuntabilitas 

dan transparansi juga me incakup peinye idiaan infoirmasi yang me imadai bagi pe ilapoir, te irlapo ir, 

dan masyarakat yang me ingawasi pe inye ile inggaraan pe imilu. 

Transparansi dalam pe inye ileisaian peilanggaran administrasi pe imilu me irupakan 

keibutuhan be irsama untuk me ince igah dampak so isial yang be irpoite insi muncul dari pro ise is yang 

te irtutup. Jika info irmasi te irbatas hanya untuk ko insumsi le imbaga pe imutus atau jika 

peinye ileinggara saling me inutup diri, hal ini dapat me imicu ke itidakpe ircayaan publik dan 

me impeirburuk koinflik. Ole ih kare ina itu, peinting untuk me imastikan bahwa pro ise is pe inye ile isaian 

peirkara be irlangsung se icara te irbuka, se ihingga se itiap langkah dan ke iputusan dapat 

dipe irtanggungjawabkan ke ipada publik. Pasal 3 UU Pe imilu me ine igaskan bahwa asas 

peinye ileinggaraan pe imilu harus te irbuka dan akuntabe il, yang re ileivan pula dalam me ikanisme i 
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peinye ileisaian peilanggaran administrasi. Ke iteintuan ini me ine igaskan bahwa dalam se itiap tahapan 

peinye ileisaian pe ilanggaran administrasi, transparansi wajib dijunjung tinggi. Hal ini 

me imbeirikan jaminan bahwa proise is be irjalan se isuai prinsip hukum administrasi yang baik, 

seikaligus me imbangun ke ipe ircayaan masyarakat te irhadap inte igritas pe inye ile inggaraan pe imilu. 

 

Gambar 2. Ke igiatan Rapat pe inyeileisaian pe ilanggaran administrasi Pe imilu 

 

Asas ke ite irbukaan dalam peime iriksaan peirkara pe ilanggaran administrasi pe imilu tidak 

hanya be irlaku dalam lingkup Bawaslu, te itapi juga se ijalan de ingan asas yang dite irapkan di 

peiradilan umum. Ke iteirbukaan be irarti meimbe irikan akse is ke ipada para pihak yang te irlibat, 

te irmasuk masyarakat umum, untuk me inyaksikan pro ise is pe ime iriksaan dugaan pe ilanggaran 

administrasi.  Dalam praktiknya, maje ilis yang me inangani pe irkara harus se icara fo irmal 

me inyatakan bahwa peirsidangan be irsifat te irbuka di awal proise is. Ke iteintuan ini didukung o ile ih 

Pe iraturan Koimisi Infoirmasi Pusat Noi. 1 Tahun 2019 te intang Standar Layanan dan Pro ise idur 

Pe inye ileisaian Seingke ita Info irmasi Pe imilu dan Pe imilihan, yang me impe irte igas pe intingnya 
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transparansi dalam pe inye ileinggaraan peimilu dan pe inye ile isaian pe ilanggaran administratif. 

Transparansi adalah e ileime in pe inting untuk me imastikan pro ise is yang de imoikratis dan me ilibatkan 

partisipasi publik. 

Se ilain transparansi, akuntabilitas me irupakan karakte iristik utama de imoikrasi yang harus 

diteirapkan oile ih Bawaslu. Akuntabilitas ini diwujudkan me ilalui ke iwajiban Bawaslu untuk 

me inyampaikan lapoiran hasil pe ingawasan ke ipada Pre iside in dan DPR se icara pe irio idik se isuai 

deingan tahapan pe imilu, atau be irdasarkan ke ibutuhan te irte intu. Lapoiran ini me incakup hasil 

peilaksanaan tugas, te imuan pe ilanggaran, dan langkah-langkah yang diambil se ilama proise is 

peingawasan. Lapoiran te irse ibut me imiliki pe iran strate igis, tidak hanya se ibagai be intuk 

peirtanggungjawaban, te itapi juga se ibagai dasar e ivaluasi te irhadap pe irmasalahan yang dihadapi 

dalam proiseis pe inye ile isaian peilanggaran administrasi pe imilu. Deingan de imikian, lapo iran ini 

dapat meimbantu me ingideintifikasi ke ibutuhan dan so ilusi yang dipe irlukan untuk me iningkatkan 

eife iktivitas dan e ifisie insi dalam peinanganan peilanggaran pe imilu di masa me indatang. 

 

4. KESIMPULAN 

Efe iktivitas peinye ileisaian pe ilanggaran administrasi sangat dipe ingaruhi o ile ih be irbagai 

faktoir. Salah satunya adalah keibe iradaan aturan yang cukup rinci dan je ilas te irkait pro ise is 

peinye ileisaian pe irkara. Se ilain itu, pe inting pula bahwa aturan te irse ibut mampu me imbe irikan 

keise impatan yang adil bagi se imua pihak untuk me inyampaikan pandangan me ire ika te irkait 

peirmasalahan yang dise ingke itakan. Dari paparan te irse ibut, dapat disimpulkan bahwa te irdapat 

beirbagai jalur untuk me inye ile isaikan dugaan peilanggaran pe imilu, te irmasuk pe ilanggaran 

administratif. Be iragamnya pilihan ini, di satu sisi, me imbe irikan ruang bagi pe incari ke iadilan 

untuk me impeirjuangkan hak-hak po ilitik me ire ika yang dilanggar. Namun, di sisi lain, ko indisi ini 

dapat me inimbulkan ke irumitan dalam proise is pe inye ile isaian pe irkara, tumpang tindih 

keiweinangan, dan peirbe idaan pe inilaian te irhadap tingkat pe ilanggaran yang te irjadi. Hal ini dapat 

me ingakibatkan proise is pe inye ile isaian yang be irlarut-larut, di mana masing-masing le imbaga yang 

me inangani pe irkara te itap be irpeigang pada argume intasinya. 

Ke i de ipan, pe irlu dipe irtimbangkan bagaimana pro ise is, me ikanisme i, dan tata cara 

peinye ileisaian pe ilanggaran pe imilu dapat dipe irce ipat agar se isuai de ingan karakte iristik pe imilu. 

Jika pro iseis peinyeile isaian masih be irlangsung se iteilah pe imilu se ileisai, hal ini tidak hanya 

me irugikan ke ipastian hukum te itapi juga ke iadilan. Apabila gagasan untuk me imbe ibankan 

seiluruh tanggung jawab pe inyeileisaian pe ilanggaran administrasi ke ipada Bawaslu 

diimple imeintasikan, maka dipe irlukan peirubahan re igulasi. Se itidaknya, harus ada pe ine igasan 

bahwa putusan Bawaslu atas pe ilanggaran administrasi be irsifat final dan tidak dapat diajukan 
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banding. Jika jalur pidana te irbukti kurang e ifeiktif, maka pro ise is administrasi pe irlu diutamakan. 

Te irkait de ingan gagasan te irse ibut, pe imbuat undang-undang pe irlu me imbe irikan pe irhatian khusus 

untuk me indukung e ife iktivitas dan ke iadilan dalam pro ise is pe inye ileisaian pe ilanggaran pe imilu. 

1. Aspe ik Keile imbagaan 

Meimpe irkuat Bawaslu meirupakan salah satu langkah yang dapat diambil di masa de ipan, 

deingan asumsi bahwa ke iwe inangan pe inye ile isaian peilanggaran pe imilu akan se ipe inuhnya 

dise irahkan ke ipada Bawaslu. Ini akan me imbutuhkan pe inataan ulang hubungan dan 

keiweinangan antara Bawaslu, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Ko institusi. Ada 

keimungkinan Bawaslu akan be irfungsi se ibagai pe iradilan khusus, dan paling tidak, 

po isisinya dalam siste im pe iradilan pe irlu dije ilaskan de ingan le ibih te igas. 

2. Pe ingaturan 

Pe iraturan pe irundang-undangan yang akan disusun harus me imbe irikan pe inje ilasan yang je ilas 

me inge inai meikanismei pe inye ileisaian pe ilanggaran pe imilu yang le ibih me inge ide ipankan rasa 

keiadilan bagi se imua pihak. Hal peinting lainnya adalah me ilakukan e ivaluasi te irhadap 

keilayakan waktu peinye ileisaian pe irkara yang se ilama ini te ilah diatur. 

3. Pe ilaksanaan Tugas 

Pe inanganan pe ingaduan se ibaiknya dilakukan cukup di tingkat pro ivinsi, de ingan Bawaslu 

hanya me ilakukan reikapitulasi. Jika proise idurnya te irlalu panjang, ke imungkinan be isar akan 

me injadi tidak eife iktif dan e ifisie in, se irta me inimbulkan ke itidakadilan dalam pro ise idurnya. 

Se ilain itu, untuk me injadikan Bawaslu se ibagai peiradilan khusus pe imilu, pe irlu dipe irkuat 

sumbe ir daya manusia di Bawaslu, khususnya yang akan me inangani dan me ingadili 

peilanggaran pe imilu. 
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